Prosedur Pengurusan IMB ( 25 Hari ) 

Dasar Hukum :
1. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2000
"Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Penetapan Keterangan 
Rencana Kota ( KRK ) dan Penetapan Izin Pendahuluan ( IP ) Mendirikan 
Bangunan pada seksi P2K Kecamatan". 

Ketentuan :
Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh IMB

Untuk bisa menggunakan bangunan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh IPB dari DPPK DKI Jakarta.

Bangunan yang tidak memiliki IMB akan terkena sanksi yaitu tindakan penertiban . Untuk mendapatkan IMB,pertama pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB. Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi berkas permohonan yang akan diajukan .

Persyaratan :

A. Untuk Bangunan Rumah Tinggal
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar ) 

2. Foto copy surat-surat tanah ( 1 set ), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut : 

· Sertifikat Tanah 

· Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut
· Surat Kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
· Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
· Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.
· Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.
· Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah
· Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
· Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui lurah setempat. 
· Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat. 

3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon 

4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah ( SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan. 

5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar. 

6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai keterangan pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut diatas sebanyak minimal tujuh set. 

7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set. 

8. Fotocopy surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estate dan bukan daerah pemugaran. 

9. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B 

10. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Stuktur ( 1 lembar).

Membangun Rumah: Langkah-Langkah Pengurusan IMB

Sebelum bisa membangun rumah, yang perlu Anda persiapkan terlebih dahulu adalah masalah perijinan atau disebut dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Apabila Anda nekat mengerjakan pembangunan rumah tanpa mengurus IMB terlebih dahulu, bisa saja di tengah jalan proses pembangunan rumah Anda dihentikan dengan paksa oleh pemda. Atau, jika rumah sudah dibangun dan ternyata tidak ada dokumen IMB, maka rumah tersebut bisa saja dirubuhkan. Ribet, kan?

Ada beberapa pilihan dalam pengurusan IMB, yaitu dengan menggunakan biro jasa, melalui calo, atau dengan mengurus sendiri. Kebanyakan dari kita mungkin akan memilih pilihan pertama, yaitu dengan  menggunakan biro jasa. Meskipun biayanya paling mahal, namun rata-rata hasilnya dapat dipercaya. Selain itu, kita juga tidak perlu repot untuk mengurusnya ke sana kemari.

Sebagai alternatif, tidak ada salahnya jika Anda mengurus sendiri dokumen IMB Anda. Khususnya apabila Anda ingin menekan biaya pengeluaran untuk membangun rumah tersebut. Hanya saja, mau tidak mau Anda harus meluangkan waktu yang cukup banyak karena prosesnya tidak instan.

Berikut ini langkah-langkah pengurusan IMB apabila Anda memutuskan untuk mengurusnya sendiri:

1. Tahap Pengajuan Pembuatan IMB (5 hari) 

· Mengisi formulir 

· Fotokopi KTP 

· Fotokopi surat-surat (sertifikat tanah / keterangan girik, bukti pembayaranPBB) 

· Gambar rancangan arsitektur 

· Fotokopi SIBP (Surat Izin Bekerja Perencana) arsitektur 

2. Tahap Penerbitan IMB (20 hari) 

· Permohonan sudah bisa mulai membangun selmasa masih sesuai IP 

3. Tahap Pengawasan Lapangan dan Evaluasi Berkala 

· Pemohon akan mendapatkan informasi GSB, KDB, dan KLB, serta revisi yang belum tercantum dalam gambar rancangan 
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	Mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) di ibukota benar-benar menguras tenaga, pikiran dan uang. Selain berlarut-larut, urusan IMB identik dengan keluar uang banyak dan menghadapi birokrasi berbelit. 


	

	Uang silumannya bisa berlipat ganda dibanding biaya resmi. Di sisi lain, ancaman bangunan akan dirobohkan menghadang bagi yang tidak memiliki IMB. Belum ladi ancaman denda jika bangunan sudah dibangun sementara IMB belum keluar. Dendanya bahkan mencapai 100-700 persen dari biaya resmi. 

Itulah sejumlah keluhan yang kerap terlontar dari mulut masyarakat itu, menurut Kepala Dinas Penataan Bangunan dan Pengawasan (P2B) DKI Jakarta, Djumhana Tjakrawiralaksana disebabkan karena kebanyakan masyarakat mengurus IMB melalui calo. 

Karenanya, ia menghimbau agar masyarakat mau mengurus sendiri IMB ke loket Sudin P2B yang ada di lima wilayah DKI. Menurut Djumhana, tingginya biaya pengurusan disebabkan warga mengurus IMB lewat calo. 

Djumhana membantah prosedur pembuatan IMB berbelit-belit. Asal tanahnya berstatus sertifikat, pemilik bisa langsung mengajukan permohonan ke Dinas Tata Kota untuk mendapatkan advis planning atau Keterangan Rencana Kota (KRK). Permohonan KRK bisa diajukan di kantor Tata Kota kecamatan setempat. 

Setelah mendapat KRK dari Tata Kota, lalu surat permohonan dilengkapi gambar bangunan. Jika bangunan renovasi, gambar bangunan meliputi bangunan yang sudah eksis dan bangunan baru yang akan didirikan. 

“Setelah lengkap, permohonan mendapatkan IMB untuk rumah tinggal bisa langsung diajukan di tingkat kecamatan,” jelas Djumhana. 

Sementara untuk rumah tinggal, meski status tanah girik tetap bisa mengajukan IMB. “Tetapi harus ada keterangan Lurah setempat bahwa tanah tidak disengketakan. Tanah juga harus dikuasai pemohon,” jelas Djumhana. Ia menambahkan, meski tak disengketakan, sekarang ini banyak tanah girik yang tak dikuasai pemiliknya. 

Walau prosedur baku terkesan gamblang. Disisi lain, pengurusan IMB pengurusan IMB juga menyita waktu. Tidak jarang orang harus bolak-balik selama berhari-hari ke kantor Sudin P2B, hanya untuk IMB. Oleh karena keterbatasan waktu dan tak mau ‘pusing’ diping-pong ke sana ke mari, banyak orang akhirnya menyerahkan pengurusan IMB kepada orang lain. 

Selain itu, ada pula pengelola bangunan yang mempermainkan aturan dalam memperoleh izin bangunan. Umumnya mempermainkan luas tanah dan luas bangunan untuk mendapatkan izin bangunan. 

Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan pengelola bermain mata dengan aparat setempat untuk mendapatkan izin, karena tidak mungkin izin akan dikeluarkan jika bangunan yang didirikan memiliki masalah. 

Seperti yang dialami, Bambang warga Palm Meriam. Saat merenovasi rumahnya, karyawan perusahaan swasta ini didatangi petugas. Padahal sudah mengantongi surat keterangan IMB berupa ‘Resi’ yang dikeluarkan pihak kecamatan. Namun karena kesibukkan ia belum sempat mengambil sertifikat IMB tersebut. 

Petugas yang datang tersebut langsung menanyakan IMB untuk merenovasi rumah. “Karena saya tidak mau direpotkan dan berurusan dengan petugas, terpaksa saya harus bermain mata dengan petugas,” paparnya. 

Sementara Di Jakarta Timur sendiri, terungkap sejak bulan Januari sampai Agustus 2007, jajaran Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kotamadya Jakarta Timur telah menertibkan sebanyak 39 bangunan di seluruh wilayah Jakarta Timur. Puluhan bangunan tersebut terpaksa dibongkar petugas karena tidak dilengkapi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Menurut Kabag Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Timur John Jefferson SH., walaupun secara umum masyarakat telah sadar mengenai pentingnya mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan, namun masih banyak warga yang lalai atau tidak mengurusnya. “Bagi bangunan yang tidak memiliki IMB Pemkodya Jakarta Timur tidak segan-segan untuk membongkarnya,” tegasnya. 

Saat ditanya adanya keluhan masyakarat yang mengatakan bahwa sangat sulit pengurus perizinan di wilayah Jakarta Timur, John membantah, bahwa itu tidak benar. “Pengurusan IMB tidaklah berbelit-belit dan penyelesaiannya memakan waktu berbulan-bulan. Bila persyaratannya telah dipenuhi, maka pembuatan IMB untuk rumah tinggal hanya membutuhkan waktu selama 10 hari kerja,” jelasnya. 

Hal senada juga diungkapkan Daulat Sinaga, Kepala Sudin P2B Jakarta Timur. Untuk mengurus IMB tidak sulit. Syarat-syarat untuk mengurus IMB adalah bangunan itu tidak terletak di jalur hijau, tanah tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah atau surat lainnya, dan luas tanah yang akan dibangun 90 meter persegi ke atas. 

Dalam pengurusan IMB ini cuma diperlukan waktu 30 hari untuk rumah pribadi. Sedangkan untuk kantor atau bangunan lainnya, diperlukan waktu 60 hari. Yang harus dilengkapi untuk mendapatkan IMB, surat tanah, seperti sertifikat tanah atau girik tanah, dan perencanaan dari Dinas Tata Kota. 

Sedangkan mengenai biaya pengurusan IMB, untuk rumah ukuran 100 meter persegi ke bawah Rp 400 meter persegi. Rumah dengan ukuran 100-200 meter persegi biayanya Rp 3.000 per meter persegi. Sedangkan rumah dengan ukuran 200 meter persegi ke atas dibutuhkan biaya Rp 6.000 meter persegi 

Maka untuk semakin menyadarkan masyarakat tentang arti penting pengurusan IMB, pihak Sudin P2B Kotamadya Jakarta Timur secara gencar menggelar program sosialisasi dan penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan sampai ke tingkat kelurahan tersebut, isinya mengenai berbagai ketentuan yang harus dipenuhi masyarakat saat ingin mendirikan rumah atau bangunan lainnya. 

John Jefferson SH mengungkapkan, selama bulan Januari hingga periode Agustus 2007, pihak Sudin P2B Kotamadya Jakarta Timur telah menerbitkan sebanyak 1.645 surat IMB. Jumlah IMB yang diterbitkan tersebut menurun dibandingkan waktu yang sama pada tahun 2006 lalu, yang mencapai 1.703 berkas. 

Nonrumah Tinggal 
Untuk bangunan nonrumah tinggal, persyaratannya lebih banyak. Tanah untuk bangunan nonrumah tinggal harus berstatus sertifikat, tak boleh girik. Kadang status tanah kombinasi, sebagian bersertifikat dan bagian lainnya girik. 

Untuk kondisi seperti ini, dikatakan Dedy, salah satu staff bidang teknis P2B Jakarta Pusat, permohonan mengurus IMB harus dilampiri surat rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Rekomendasi BPN harus menyatakan tanah tersebut dalam proses sertifikasi dan tinggal dikeluarkan sertifikatnya. Untuk mendapatkan rekomendasi BPN, pemohon harus mengurus di BPN tingkat provinsi di kantor wali kota. 

Setelah urusan tanah selesai, lanjut Dedy, persyaratan lain yang harus dipenuhi demi mendapat IMB nonrumah tinggal adalah surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB). RTLB mutlak diperlukan untuk bangunan nonrumah tinggal. Sedang bangunan rumah tinggal cukup dengan KRK. 

Untuk bangunan nonrumah tinggal yang ukurannya besar, seperti mal dan industri, RTLB dikeluarkan Dinas P2B di Pemprov DKI. Adapun untuk bangunan kecil, RTLB cukup dikeluarkan Suku Dinas P2B di kantor wali kota. 

Bangunan nonrumah tinggal yang akan dimintakan IMB juga harus disertai gambar bangunan. Bedanya, gambar bangunan nonrumah tinggal mesti dikerjakan arsitek pemilik surat izin bekerja sebagai perencana (SIBP). SIBP ini juga berlaku untuk bangunan rumah tinggal mewah dan real estate. 

Gambar untuk bangunan besar harus dilengkapi desain mechanical dan electrical (M/E) yang terdiri dari instalasi kebakaran, plumbing (perpipaan), listrik, alarm sistem dan pengolahan limbah. Gambar desain M/E ini juga harus dikeluarkan arsitek ber-SIBP. Jika sudah lengkap, permohonan IMB bisa diajukan. 

Untuk mendapatkan IMB, kelayakan bangunan besar harus dinilai Tim Penasihat Arsitektur Kota (TPAK), agar desain bangunan sesuai dengan konsep tata kota Jakarta. Selain itu, TPAK juga menilai bangunan dari segi kekuatan konstruksi. 

Selain TPAK, bangunan besar juga dinilai Tim Penasihat Instalasi Bangunan (TPIB), untuk instalasi. Setiap minggu tim ahli bersidang untuk mengevaluasi desain rencana bangunan yang diajukan. 

”Jika TPAK dan TPIB tidak menyetujui desain yang diajukan, konsultan yang merancang bangunan harus memperbaiki desainnya,” ujar Dedy. 
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	10 Oktober 2007
YANG PERLU DIPERSIAPKAN UNTUK MEMBANGUN RUMAH 

Semua orang pasti bercita-cita dan berkeinginan mempunyai Rumah sendiri mungkin dengan cara membeli melalui developer atau membangun sendiri.

Mungkin jika Anda berencana membeli Rumah jadi melalui developer Anda tidak perlu terlalu repot dengan proses seperti orang yang ingin membangun Rumah sendiri, Anda tinggal datang ke lokasi perumahan yang Anda inginkan, datang ke bagian pemasaran, memilih cluster yang anda inginkan dan selesai.

Berbeda dengan proses jika Anda ingin membangun Rumah sendiri baik menggunakan jasa Arsitek / kontraktor maupun dikerjakan sendiri.

Nah berikut ini adalah beberapa hal yang diperlukan untuk membangun Rumah agar semuanya berjalan dengan lancar, disamping Anda harus menyediakan dana tentunya. 

1. Memilih lokasi tanah,
Memilih lokasi dimana Rumah yang akan kita Bangun adalah suatu pekerjaan yang menuntut suatu ketelitian, bukan saja aspek teknis, juga beberapa aspek lain yang turut menentukan, seperti aspek ekonomi, pencapaian juga aspek lain yang bisa dijadikan dasar pemilihan lokasi tanah dimana kita akan membangun Rumah nantinya. 

Aspek Ekonomi : Mungkin aspek ekonomi ini lebih mengedepankan sisi nilai tanah tersebut jika dilihat dari segi investasi, apakah nilai tanah dan lingkungan sudah sesuai dengan harga bangunan yang akan di rencanakan, misal lokasi tanah yang berada di suatu daerah yang kurang strategis ( di dalam gang, di daerah pemukiman padat, di daerah pinggiran kota dengan akses yang sulit, dll ) akan di Bangun Rumah dengan nilai diatas Rp 500 juta, jika dilihat secara ekonomi maka nilai bangunan dan nilai tanah tidak sesuai dengan prinsip ekonomi, pasti jika Rumah tersebut akan di jual harganya juga akan jatuh, padahal harga bangunan sudah tinggi, itu disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu disarankan untuk memilih lokasi tanah yang sesuai dengan rencana pembangunan, atau jika kita memang sudah memiliki tanah yang berada di lokasi yang kurang menguntungkan secara ekonomi, maka rencana pembangunan juga harus disesuaikan dengan nilai tanah yang ada.

Aspek Pencapaian : Alasan pemilihan lokasi juga bisa dilihat dari aspek pencapaian ini, biasanya kita mengukur aspek pencapaian ini dengan kegiatan rutin aktivitas kita sehari-hari, seperti bekerja, sekolah anak-anak, dan pencapaian dari fasilitas-fasilitas lain seperti hiburan dan perdagangan. Semakin dekat lokasi dimana kita ingin membangun Rumah dengan tempat kita bekerja, sekolah anak-anak, hiburan dan perdagangan, maka lokasi tersebut akan semakin memiliki nilai positif dari aspek pencapaian ini, dan ini juga akan berpengaruh ke aspek ekonomi tentunya.

Aspek Teknis : 
2. Mencari informasi mengenai harga bangunan, model atau trend arsitektur
Setelah kita mempunyai tempat yang tepat dimana kita akan membangun Rumah, maka tahap berikutnya adalah mengumpulkan informasi selengkap mungkin tentang rencana pembangunan Rumah, kumpulkan informasi mengenai harga bangunan saat ini, melihat-lihat produk-produk bahan bangunan, misal dengan berjalan-jalan di super market bahan bangunan, dimana kita bisa melihat wujud dan harga bahan-bahan bangunan tersebut. Yang tidak kalah penting dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Rumah adalah, melihat trend-trend arsitektur yang sedang berkembang saat ini, misal dengan melihat pameran perumahan, membaca majalah atau tabloid perumahan, bisa juga Anda mencari informasi melalui INTERNET tentang perumahan dan lain-lain cara Anda untuk mengumpulkan informasi mengenai pembangunan Rumah.

3. Mencari Arsitek untuk membantu membuatkan disain Rumah
Jika kita sakit, kita mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit kita, jika kita mempunya mobil dan rusak maka kita mencari seorang montir untuk memperbaiki mobil kita. Dan siapa yang kita perlukan apabila kita ingin membangun Rumah ? tentu saja seorang arsitek yang kita cari. Terkadang banyak orang berpikir berapa kita harus membayar seorang arsitek, padahal kita hanya ingin membangun Rumah kecil saja, terkadang pemikiran seperti ini sering terlintas dalam pikiran banyak orang tentang seberapa perlunya memanggil seorang arsitek untuk membuatkan disain Rumah yang akan kita Bangun, yang terlintas seringkali adalah "pasti mahal memakai jasa arsitek untuk membangun Rumah". Pemikiran-pemikiran inilah yang harus kita hilangkan, seringkali arsitek justru memberikan solusi-solusi mengenai rencana kita membangun Rumah, arsitek biasanya mencarikan solusi baik dari segi disain dan juga buget yang disediakan untuk rencana pembangunan Rumah tersebut agar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Seorang arsitek justru akan memberikan gambaran yang sejelas-elasnya tentang disain dan biaya yang akan dikeluarkan nanti, justru dengan memakai jasa arsitek kita sebisa mungkin menghindari pekerjaan pekerjaan yang nantinya akan menimbulkan pemborosan, bongkar pasang akibat dari perencanaan yang kurang matang sebelumnya, yang jika di bandingkan dengan jasa yang harus di bayar untuk seorang arsitek justru lebih besar, belum lagi hasil disain yang mungkin kita tidak puas.

Dengan memakai jasa seorang arsitek, maka kita bisa melihat hasil akhir dari disain dengan bantuan sketsa-sketsa disain atau karena kemajuan teknologi saat ini, kita bisa juga melihat hasil akhir dari disain persis seperti aslinya dengan bantuan animasi komputer.

4. Mengurus perijinan
Setelah kita memiliki gambaran tentang rencana pembangunan Rumah, tahap berikutnya adalah tahap dimana kita mulai mengurus perijinan tentang rencana pembangunan Rumah tersebut, yaitu dengan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) di instansi pemerintah dari kelurahan, kecamatan sampai dengan walikota. Luas tanah juga menentukan sampai sejauh mana kita mengurus IMB tersebut, untuk luas tanah kurang dari 200 M2 umumnya IMB cukup diurus sampai dengan Kecamatan saja, tetapi jika luas tanah kita lebih dari 200 M2 pengurusan bisa sampai Walikota.

Berikut ini adalah syarat-syarat yang di perlukan untuk mengurus IMB ( Ijin Mendirikan Banguan ) : 

· Foto Copy KTP pemohon 

· Surat kuasa apabila penandatanganan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri 

· Foto Copy Bukti kepemilikan Hak Atas Tanah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 

· Foto Copy Gambar Rencana Bangunan dengan penjelasannya 

· Foto copy pelunasan PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) terakhir 

· Mengisi form yang sudah disediakan di kecamatan atau walikota 

· Ijin tetangga bagi bangunan bertingkat.

5. Proses Perjanjian Pembangunan
Proses Perjanjian Pembangunan adalah proses dimana kita memasuki tahap dimana rencana pembangunan Rumah akan dimulai, baik dikerjakan sendiri maupun di kerjakan oleh arsitek atau kontraktor. Proses Perjanjian Pembangunan ini wajib hukumnya agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul selama masa pembangun berjalan. Apabila di kerjakan sendiri, minimum kita mempunyai pelaksana mandor atau tukang yang akan mengerjakan fisik bangunan Rumah kita, disini kita harus menentukan aturan main dan syarat-syarat yang harus di penuhi, misalkan jam kerja, upah lembur, waktu pembayaran dll.

Berbeda jika kita memakai jasa kontraktor, dimana segala permasalahan dengan tukang mungkin kita tidak pernah tau, yang kita tau adalah nilai kontrak antara kita pemberi tugas dan kontraktor yang melaksanakan pembangunan dan jadwal pelaksanaan. Dalam proses Perjanjian Pembangunan ini sebaiknya disebutkan pasal â€“ pasal yang jelas dan detail baik dari syarat bahan yang akan di pakai, mutu dan kualitas juga campuran â€“ campuran dari bahan dll. Pasal-pasal yang umumnya dicantumkan dalam surat perjanjian adalah : 

· Pasal 1. Tugas dan Waktu Kerja 

· Pasal 2. Syarat dan Mutu Bahan 

· Pasal 3. Harga Kontrak 

· Pasal 4. Pembayaran 

· Pasal 5. Penambahan Pekerjaan 

· Pasal 6. Lain-lain 

· Penutup 

6. Pengawasan Pembangunan 
Pengawasan Pembangunan apabila di kerjakan sendiri
Pengawasan pembangunan pada proyek yang di kerjakan sendiri akan berbeda dengan proyek yang di kerjakan oleh kontraktor. Jika proyek di kerjakan sendiri umumnya pengawasan yang terberat adalah pengawasan tenaga kerja, jika memakai system pembayaran harian, apabila tidak di awasi dengan benar bisa-bisa proyek akan molor dari jadwal yang sudah di tentukan. Jika memakai system borongan tenaga, ada kemungkinan tukang tidak memperhatikan kualitas karena mengejar target pekerjaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu perlu di perhatikan system yang akan di ambil harian atau borongan tenaga, sesuaikan dengan kemampuan kita sebagai pemberi tugas, sampai sejauh mana kita bisa mengontrol jalannya proyek, jika kita bisa memberikan waktu lebih, system pembayaran harian bisa di ambil, tetapi jika kita sebagai pemberi tugas memiliki waktu terbatas maka system borong tenaga juga bisa menjadi alternative asalkan di buat perjanjian mengenai mutu pekerjaan jika tidak sesuai sanggup untuk di bongkar tanpa dikenakan biaya.

Resiko-resiko diatas adalah hal yang paling umum jika pekerjaan di kerjakan sendiri dengan bantuan tukang langsung tanpa memakai jasa kontraktor, disamping resiko â€“ resiko lain seperti hasil pekerjaan yang tidak sesuai akibat pengawasan yang kurang dll.

Pengawasan Pembangunan apabila di kerjakan oleh Kontraktor
7. Ceklist Pekerjaan
Nah demikianlah tahap-tahap pembangunan Rumah yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membangun Rumah.

Ir. Widi Sudarmoko | Team Bangun Rumah
PT. Bangun Rumah Persada
http://www.bangun-rumah.com 


